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POLRI me-
m a s -
t i k a n 
pelaku 

bom bunuh di-
ri di Masjid Al 
Dzikra,  Kan-
tor Polres Kota 
Cirebon, Jawa 
B a r a t ,  J u m a t 
(15/4), adalah 
M u h a m  m a d 
Syarif Astana-
garif, 32. Hal itu diketa-
hui setelah po  lisi melakukan 
serangkaian uji menggunakan 
basis data si  dik jari, data gigi, 
dan sampel DNA (dioxyribose-
nucleic acid) atau tes biologi 
molekuler anta ra jenazah Syarif 
dan kedua orang tuanya.

Sejauh ini motif perbuatan 
Syarif diduga balas dendam 
a tas proses hukum yang di la-
ku kan Polresta Cirebon ter  ha-
dap kasus hukum yang me -
nim  panya. “Bisa kita katakan 
karena proses hukum ter hadap 
kelompok mereka,” kata Wakil 
Kepala Bareskrim Pol ri Irjen 
Ma thius Salempang di Jakarta, 
kemarin.

Proses hukum yang dimaksud 
ialah kasus perusakan dua Alfa-
mart yang dilakukan Muham-
mad Syarif dan kawan-kawan 
pada 19 September 2010. 

Ketika itu Syarif dan kawan-
kawan, yang beraksi meng gu-
na kan penutup wajah ala ninja, 

m e n g -
a m b i l 
m i   n u m a n 
keras dari rak 
dan menghancurkan di depan 
toko tersebut.

Syarif salah satu dari lima 
ter  sangka yang masuk daftar 
pen carian orang (DPO) da lam 
kasus ini. Total ada 11 ter sangka 
dalam peristiwa itu. Enam lain-
nya sudah diproses hukum. 

“Kelompok perusak ini se-
mentara masih didalami. Ke-
lompok ini belum ditemukan 
terkait aksi terorisme sebelum-
nya,” ujarnya.

Selain kasus perusakan, kata 
Salempang, Syarif juga diduga 
tersangkut kasus pembunuhan 
Kopral Kepala Sutedjo, anggota 

TNI yang bertugas di Kodim 
Sumber, Kabupaten Cirebon, 
pada 2 April 2011. Di TKP, polisi 
menemukan SIM C atas nama 
putra pasangan Abdul Ghofur, 
64, dan Ratu Sri Mulat, 56, itu.

Bom sederhana
Mengenai jenis bom, Mathius 

menjelaskan bom yang diguna-
kan Syarif tergolong rakitan 
se  derhana. Hal itu terlihat dari 
olah TKP di Masjid Al Dzikra, 
Polresta Cirebon, Minggu (17/4)
(lihat grafi s). 

Adapun bahan peledaknya, 

berdasarkan uji laboratorium 
forensik, terdiri dari potasium 
nitrat, aluminium, dan sulfur. 
“Untuk membuat bom seperti 
ini tidak perlu ke sekolah mem-
buat bom. Tinggal beli bukunya, 
bisa merangkai sendiri.”

Sementara itu, dari kediaman 
Syarif di Majalengka, polisi 
me  nemukan tujuh rangkaian 
elektronik. Namun, polisi be-
lum bisa memastikan apakah 
rangkaian tersebut untuk ke-
pen tingan pembuatan bom.

Di sisi lain, ayah Syarif, Abdul 
Ghofur, tak menyangka putra-
nya melakukan bom bunuh diri 
di dalam masjid. Aksi pemuda 
temperamental yang melukai 
30 orang itu dinilai merugikan 
nama baik keluarga.

Ia menduga tindakan nekat 
Syarif akibat keluarga berantak-
an. “Pengaruh broken home. Dia 
pisah 13 tahun sama keluarga,” 
ungkapnya kepada Metro TV, 
kemarin.

Menurut Ghofur, karakter 
pemuda tamatan SMA itu ber-
ubah sejak 2009. Bahkan, ia tak 
segan mengafirkan ayahnya. 
“Syarif ingkar ajaran leluhur. 
Ia berubah keras,” ujarnya sem-
bari berlinang air mata. 

Pengamat terorisme Al Chai-
dar dan Ketua Badan Pe  kerja 
Kontras Usman Hamid me-
nilai hal itu sebagai rekaya sa 
penguasa. Namun, Kapolri 
Jen deral Timur Pradopo mene-
pisnya. 

“Bukan rekayasa dan upaya 
untuk mengalihkan isu,” tegas-
nya. Polisi, katanya, masih me-
nyelidiki jaringan di balik aksi 
Syarif. Meski demikian, polisi 
memastikan Syarif merupakan 
pemain baru dalam aksi teror-
isme. (UL/Sus/*/AX/X-6)

dityo@mediaindonesia.com

PEROMPAK Somalia memberi 
waktu kepada PT Samudera 
Indonesia (SI) selaku pemilik 
kapal MV Sinar Kudus untuk 
membayar uang tebusan ming-
gu ini. Pemimpin bajak laut 
Mo hamed Salah mengatakan, 
setelah tebusan diterima, 20 
WNI ABK yang disandera sejak 
16 Maret 2011 akan dilepas. 

“Perjanjian terakhir kami de-
ngan perusahaan pada Jumat 
(15/4), nilai tebusan adalah 
US$3 juta,” ujar Salah seperti di-
beritakan Metro TV, kemarin. 

Desakan pembayaran tebusan 
secepatnya juga datang dari 
ke   luarga ABK yang kemarin 
menemui direksi PT SI. “Tapi 
ka mi malah disodori surat yang 
menyatakan sudah ada kesepa-

katan batas waktu 31 Juni. Je  las 
kami enggak mau,” tutur Is ti 
Datien, 51, ibu ABK Jecky Sar wo 
Laksono.

Direktur Eksekutif PT SI As-
ma ri Herry menampik kabar 
pi haknya baru akan mengi-
rim tebusan pada Juni nanti. 

Menurut dia, kesepakatan Juni 
merupakan batas waktu paling 
lambat yang ditandatangani 
kap ten kapal dan perompak. 
Na mun, bukan berarti PT SI 
ba ru akan membayar tebusan 
pada tanggal itu.

Kapten kapal Sinar Kudus, 
Slamet Juari, mengatakan pe-
rom pak mulai tidak memboleh-
kan ABK keluar dari anjungan. 
Telepon dengan dunia luar ikut 
dibatasi. “Dia (perompak) kasih 
waktu minggu ini untuk pemba-
yaran. Kalau enggak, bisa makin 
parah,” ujar Slamet kepada 
Media Indonesia via sambungan 
internasional, kemarin. 

Perompak sempat panik ka-
rena muncul berita tentang 
operasi militer Indonesia ke So-

malia. Namun, menurut Slamet, 
kapal perang yang mendekati 
MV Sinar Kudus seperti diberi-
takan Media Indonesia kemarin 
ternyata dari Spanyol. 

Ditambahkannya, tebusan 
dapat dikirim melalui pesawat 
kecil atau helikopter. Setelah 
mendapat titik koordinat sesuai 
keinginan perompak, uang itu, 
yang dimasukkan ke koper, di-
jatuhkan dengan parasut.

Sementara itu, Menko Pol-
hukam Djoko Suyanto kemarin 
menyatakan membayar tebusan 
kepada perompak kapal Sinar 
Kudus merupakan opsi terbaik. 
Namun, bukan berarti pemerin-
tah tidak menyiapkan opsi lain 
seperti operasi militer. (SZ/VB/
Nav/I-1)

Pemuda tamatan 
SMA itu berubah 
keras dan tak 
segan mengafirkan 
ayahnya. 

Perompak Minta Uang Segera Dikirim

KEMENTERIAN Pendidikan 
Nasional (Kemendiknas) mem-
bantah isu beredarnya jawaban 
soal ujian nasional (UN) melalui 
Facebook dan Twitter. 

Menteri Pendidikan Nasional 
(Mendiknas) Mohammad Nuh 
juga membantah bahwa pelak-
sanaan UN sempat terganggu 
aki bat molornya waktu pengi-
riman soal di beberapa daerah.

“Kami sudah mengecek be-
berapa daerah yang memiliki 
ke kurangan naskah soal UN, 
termasuk Bojonegoro dan Sido-
arjo yang diberitakan kekurang-
an naskah soal ujian. Masalah 
itu tidak bisa dianggap sebagai 
gangguan besar terhadap proses 
UN secara keseluruhan,” ujar 
Nuh saat melakukan inspeksi 
mendadak (sidak), kemarin, di 
SMAN 70, Jakarta Selatan.

“Yang penting pada saat hari 
H-nya, semua kebutuhan logis-
tik soal sudah bisa diselesai-
kan,” tambahnya. 

Anggota Badan Standardisasi 
Nasional Pendidikan (BSNP) 
Teuku Ramli Zakaria, dalam 
jum pa pers di Kantor Kemendik-
nas, menegaskan belum ada 
bukti-bukti kebocoran jawaban 
soal UN yang beredar. 

Meski begitu, lanjutnya, Ke-
mendiknas tetap akan mengon-
fi rmasi terkait pengaduan me-
ngenai kebocoran jawaban soal 
UN tersebut.

Dilaporkan, ke  bocoran ja-
waban beredar di Ban dung, 
Jabar, dan Kabu paten Timor 
Tengah Utara, NTT.

Hari perta ma pelaksanaan 
UN tingkat se kolah menengah 
atas, sekolah menengah kejuru-
an, sekolah menengah atas luar 
biasa, dan madrasah aliah dini-
lai berjalan lan car. 

Sementara itu, di sela-sela si-
daknya di beberapa sekolah di 
Jakarta, Gubernur DKI Jakarta 
Fauzi Bowo mengatakan untuk 
UN tahun ini tidak ada pengu-
langan karena nilai kelulusan 
tidak hanya dari hasil UN, tetapi 
juga dari ujian sekolah.    

“Untuk itu, para siswa di-
min  ta lebih serius dan teliti me-
ngerjakan soal UN,” ujarnya.

Pelaksanaan UN di banyak 
da e rah dilaporkan relatif lancar. 
Pelaksa na an UN juga dilakukan 
di ru mah sakit dan penjara 
anak-anak. 

Na mun, ada bebera pa sekolah 
di Jawa Timur yang mengalami 
gangguan, seperti soal tertukar.  
(Tim/X-8)
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SPURS DAN LAKERS 
KEOK

Kekalahan Spurs dan 
Lakers di kandang 

sendiri membuktikan 
bahwa stigma tim lemah 

dan tim kuat tidak berlaku di 
babak play-off.
Olahraga, Hlm 26

AIR SUMUR WARGA 
BOGOR TERCEMAR 
PABRIK  
DPRD Kabupaten Bogor 
merekomendasikan 
menutup sementara pabrik 
yang mencemari sumur 
warga.

Megapolitan, Hlm 6

Pemasangan 
Iklan & Customer 

Service:
021 5821303

No Bebas Pulsa:
08001990990 

e-mail:
cs@mediaindonesia.com 

Rp2.900/eks
(di luar P. Jawa 
Rp3.100/eks) 

Rp67.000/bulan
(di luar P.Jawa 

+ ongkos kirim) 

Belum ada bukti-
bukti kebocoran 

jawaban soal UN yang 
beredar.’’
Teuku Ramli Zakaria
Anggota Badan Standardisasi 
Nasional Pendidikan (BSNP)

HEBAT nian semangat para wakil rakyat meningkat-
kan kapasitas diri agar terhormat. Begitu hebatnya 
sam pai halangan apa pun dilabrak dengan nafsu 
menggebu. Aturan formal dan kepatutan tidak lagi 
mempan mengekang.

Salah satu libido yang sulit dikekang adalah studi 
banding ke luar negeri. Semakin dikritik, semakin 
menjadi-jadi. Tidak ada satu kekuatan apa pun di da-
lam negeri sekarang yang mampu mencegah anggota 
DPR memaksakan keinginan menjadi kebutuhan.

Pada masa reses kali ini, tiga komisi dan satu 
alat kelengkapan DPR, yaitu Badan Urusan Rumah 
Tangga (BURT), melakukan studi banding ke delapan 
negara. Biaya Rp12 miliar tidak menjadi masalah. 

Yang hendak distudibandingkan macam-macam. 
Dari soal belajar me-
naati konstitusi sampai 
melihat museum dan 
pembangunan sarana 
olahraga serta bagai-
ma  na mengentaskan 
rak yat dari kemiskin-
an. Itulah alasan yang 
dicari-cari untuk meng-
habiskan anggaran. Di 
mata anggota DPR, 
adalah berdosa kepada 
rakyat bila anggaran 
sudah tersedia tidak 
mampu dihabiskan. 

Ini memang studi 
ban  ding akal-akalan. 
Ba  yangkan, sebuah 
rom bongan (Komisi I) 
dalam satu kali perja lanan mampu studi ban ding di 
lima negara sekaligus. Ini adalah akal-akalan yang 
terla lu gampang untuk diketahui publik. Jangan 
dikira rakyat mudah dikibuli.

Semakin sulit menca ri penjelasan yang ma suk akal 
tentang sejumlah kebijakan DPR sekarang ini. Tidak 
hanya soal studi banding, tetapi juga pembangunan 
gedung baru supermewah senilai Rp1,138 triliun 
yang sarat dengan sandiwara cari untung.

Rakyat rupanya harus menerima kenyataan bahwa 
sudah menjadi risiko yang dipikul ketika mereka 
me milih wakil-wakil. Salah satu yang harus diteri-
ma sebagai konsekuensi demokrasi di Indonesia 
ada lah rakyat harus membiayai kerakusan para 
wa kil mereka.

Karena itu, ada baiknya diberi saran kepada ang-
go ta dewan yang mengemban misi mulia ke luar 
negeri: jangan lupa foto-foto di setiap bandara dan 
bila perlu, dibuatkan videonya. Kelak kalau sudah 
tua renta, foto dan video itu bisa diperlihatkan ke-
pada anak cucu bahwa kakek atau nenek mereka 
pernah berjasa kepada nusa dan bangsa.

Baik pula bila rakyat mulai membayangkan bahwa 
suatu saat seluruh anggota dewan yang berjumlah 
560 orang itu secara serentak melakukan studi ban-
ding ke luar negeri. Sekembali studi banding mereka 
melaporkan hasilnya dalam rapat paripurna secara 
jujur. Laporannya pasti seru karena anggota dewan 
berkunjung ke kebun binatang dan singgah di negara 
bukan tujuan untuk menonton tarian perut.

Dalam rangka membangun perpustakaan dan 
mu seum DPR untuk melengkapi kemegahan gedung 
baru nanti, 560 anggota sekarang memajang foto-foto 
dokumentasi perjalanan mereka ke mancanegara, 
termasuk foto mengunjungi kebun binatang.

Dengan berbekal foto-foto itu, para anggota yang 
hendak maju lagi dalam Pemilu 2014 akan memper-
oleh maaf dari konstituen mereka karena tidak rajin 
berkunjung ke daerah pemilihan. Rakyat pun akan 
terkagum-kagum memuji kehebatan wakil mereka. 
Wakil rakyat macam apakah mereka itu? Masihkah 
kita mau dikibuli?

EDITORIAL

Tugas Mulia
Studi Banding

PENELITIAN mengungkapkan jam sekolah yang terlalu 
pa gi memperbesar risiko tabrakan 

la lu lintas bagi pengendara usia re-
maja. Pasalnya, waktu tidur malam 
yang sedikit menurunkan tingkat 
kewaspadaan siswa.

Pada 2008, rata-rata kecelakaan 
lalu lintas pada hari kerja bagi pe-
ngen  dara remaja usia 16-18 tahun di 
Virginia Beach lebih tinggi 41% ke-
timbang kelompok umur yang sa ma 
di Chesapeake, Virginia. SMA Virginia 

Beach mem berlakukan waktu pela-
jaran dimulai pukul 07.20 atau 07.25. Se-

mentara itu, SMA Chesapeake memulai jam sekolah pukul 
08.40 atau 08.45. Pada setiap 1.000 remaja yang mengenda-
rai mobil, terdapat kecelakaan 65,8% di Virginia Beach dan 
46,6% di Chesapeake. (Healthday News/SZ/X-5)

Jam Sekolah dan Kecelakaan

PAUSE

Silakan tanggapi
Editorial ini melalui:
mediaindonesia.com

Salah satu 
yang harus 

diteri ma sebagai 
konsekuensi 
demokrasi di 
Indonesia adalah 
rakyat harus 
membiayai kerakusan 
para wa kil mereka.’’

EBET

Pengebom Syarif 
Balas Dendam

SISWA DAN UJIAN NASIONAL: Seorang siswa tertidur saat pelaksanaan ujian nasional mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 8, Jakarta Selatan, kemarin. Sementara itu, 
dua siswa SMAN 68, Salemba, Jakarta Pusat, tertunduk ketika mengikuti ujian nasional tersebut.

Tidak Ada
Bukti
Jawaban
UN Bocor

MI/ANGGA YUNIARMI/RAMDANI

MI/SUSANTO

Djoko Suyanto
Menko Polhukam



ALIRAN Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Langkat, Sumatra 
Utara, selama 2000-2007, meng-
alir ke mana-mana. Selain ke ke-
luarga dan membeli mobil bagi 
anggota DPRD, APBD Langkat 
juga diberikan ke Komandan 
Distrik Militer (Dandim) Lang-
kat pada waktu itu Amir Husin 
Siregar.

Amir Husin memberi pe-
ngakuan itu saat menjadi saksi 
dalam sidang dugaan korupsi 
APBD Kabupaten Langkat yang 
berlangsung di Pengadilan Tin-
dak Pidana Korupsi di Jakarta, 
kemarin. Dalam persidangan 
itu, mantan Bupati Langkat yang 
kini menjadi Gubernur Sumatra 
Utara nonaktif Syamsul Arifi n 
menjadi terdakwa. 

Amir mengakui, Syamsul 
Arifi n pernah memberi bantuan 
untuk menutupi kekurangan 
biaya pihak Kodim. Bantuan 
itu, lanjut dia, berupa kendaraan 
operasional yang digunakan un-
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TIM penasihat hukum Panda 
Nababan melayangkan somasi 
kepada Wakil Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Mochammad Jasin. Panda me-
rupakan salah satu terdakwa 
dugaan suap pemilihan Deputi 
Gubernur Senior Bank Indone-
sia pada 2004 yang dimenangi 
Miranda Swaray Goeltom. Ia 
menuntut agar Jasin meminta 
maaf selambat-lambatnya 3x24 
jam sejak somasi dikirim.

Somasi tersebut ditujukan 
atas pernyataan Jasin di harian 
Suara Merdeka pada April 2009 
dengan judul Terus Diserang, KPK 

Pilih Bertahan. Dalam berita itu, 
Jasin mengemukakan testimoni 
mantan Ketua KPK Antasari 
Azhar. Jasin pun menyebutkan 
nama seorang anggota Komisi III 
DPR berinisial PN. Ia menduga 
PN tersangkut oleh masalah di 
KPK. “Jadi nota laporan ke polisi 
ini dari anggota Komisi III DPR 
tadi itu. Dia diduga tersangkut 
oleh masalah di KPK,” ucap Jasin 
di berita itu.

“Saya somasi ke Pak Jasin se-
laku pemimpin. Anggota Komisi 
III DPR berinisial PN jelas adalah 
klien kami, Panda Nababan,” 
cetus anggota Tim Penasihat 

Hukum Panda Nababan Patra 
M Zen, yang ditemui seusai 
memberikan somasi ke KPK di 
Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pernyataan Ja-
sin, ketika menanggapi perihal 
testimoni Antasari Azhar yang 
menyatakan Panda bermasalah, 
itu mulai 27 Agustus 2009. Pa-
dahal, sidang dakwaan anggota 
Komisi IX DPR periode 1999-
2004 Dudhie Makmun Murod, 
yang disebut menjadi alasan 
penetapan kliennya sebagai 
tersangka, baru dimulai pada 8 
Maret 2010. “Kalau Pak Jasin me-
ngatakan Pak Panda bermasalah, 

dari mana dia tahu? Inilah yang 
menyebabkan klien kami berke-
yakinan sangat kuat kalau beliau 
ditarget,” imbuhnya.

Patra pun menilai pernyataan 
tersebut adalah upaya politis 
yang telah dibentuk Jasin untuk 
mendiskreditkan, melegitimasi-
kan, dan membunuh karakter 
politikus senior PDIP itu di 
depan publik.

Menanggapi somasi tersebut, 
Wakil Ketua KPK Mocham-
mad Jasin, ketika dihubungi, 
menyatakan pihaknya tengah 
mempelajari somasi yang di-
layangkan pihak Panda Na-

baban. “Sedang dipelajari dan 
sekarang diserahkan ke Biro 
Hukum KPK untuk dipelajari,” 
ujarnya, kemarin.

Sementara itu, juru bicara KPK 
Johan Budi mengatakan penga-
juan somasi itu merupakan hak 
yang bersangkutan. Namun, 
saat ditanya mengenai substansi 
yang dipaparkan dalam somasi 
tersebut, ia enggan untuk men-
jelaskan. 

“Menjadi hak yang bersang-
kutan untuk mengajukan somasi. 
Silakan saja, soal substansi benar 
atau tidak, saya belum bisa men-
jawab,” ujarnya. (ED/*/P-3)

Panda Nababan Somasi Wakil Ketua KPK

ANTARA/PRASETYO UTOMO

DIVONIS TIGA 
TAHUN: Mantan 
Kepala Biro 
Perencanaan 
dan Keuangan 
Kementerian 
Kehutanan 
Wandojo 
Siswanto dipeluk 
keluarga seusai 
pembacaan 
putusan di 
Pengadilan 
Tipikor, Jakarta, 
kemarin. 
Wandojo 
divonis tiga 
tahun penjara 
dan denda 
sebesar Rp100 
juta karena 
terbukti terlibat 
korupsi dalam 
pengadaan 
sistem 
komunikasi radio 
terpadu (SKRT).

Langgar Aturan Otonomi Khusus 
RAKYAT Papua mengharapkan kesejahteraan malah anggaran 
rakyat didepositokan. Itu melanggar aturan otonomi khusus!

M Rahmat

Otonomi Khusus Setengah Hati
OTONOMI khusus merupakan ‘kompromi’ politik antara Jakarta 
dan Papua, tapi setelah beberapa tahun pelaksananya, otonomi 
khusus kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas di 
Papua. 

Salah satu sebabnya adalah lemahnya pengawasan pemerintah 
pusat terhadap dana otonomi khusus, akibatnya banyak dana 
otonomi khusus menguap begitu saja. Apabila otonomi khusus 
gagal, siap-siap saja tragedi Timor-Timur tahun 1999 terulang 
kembali di Bumi Cendrawasih.

Hilmy Konstantinus

Makan Uang Riba
LUAR biasa! Para pejabat memang punya bakat jadi investor 
sampai uang rakyat juga diinvestasikan. Itu demi riba yang bisa 
dimakan kapan saja.

Islahul Fitri

Pejabat Daerah enggak Berkah 
LUMAYAN kalau duit mengendap di bank. Dapat berapa persen 
tuh? Masa Allah pantas hidup pejabat daerah enggak berkah ka-
rena harta yang dimakan hasil riba.

Jack Arya

BADAN Pemeriksa Keuang-
an (BPK) menemukan dugaan 
penyimpangan dalam peng-
gunaan dana otonomi khusus 
Provinsi Papua periode 2008-
2010. Dana Rp1,85 triliun yang 
seharusnya digunakan untuk 
program pendidikan dan kese-
hatan ternyata justru dideposi-
tokan di bank. 

Peraturan Menteri Dalam 
Negeri tentang Pedoman Pe-
ngelolaan Keuangan Daerah 
menyebutkan dana negara 
yang dapat didepositokan ha-
nyalah untuk investasi. 

Bagaimana tanggapan pu-
blik mengenai hal tersebut 
disampaikan lewat www.me-
diaindonesia.com, Facebook 
Harian Umum Media Indonesia, 
dan Interupsi@mediaindonesia.
com.

MI/M IRFAN

Pejabat Daerah Mau Cari Untung
Indikasi Pemda Korup
APBD juga didepositokan, itu bukti pemerintah daerah korupsi 
atau tidak bisa menjalankan program pembangunan yang sudah 
digariskan pemerintah. 

Ekawahyu Sahputra

Kasus ini bukan hanya di Papua 
INI bukan hanya terjadi di Papua, melainkan di daerah lain pun 
begitu. 

Seperti di Lembata, Nusa Tenggara Timur, dana pemilu kada 
Rp14 miliar besar, padahal itu daerah miskin. 

Proses anggaran tidak jelas, ternyata KPU Lembata menyimpan 
dana itu di bank tertentu dengan berharap dapat bunga deposito. 
Ya, buat mereka sendiri.

Yosef Sampurna Nggarang

Praktik Anggaran yang Lazim
INI mah praktik lazim, Pak, bukan cuma di Papua saja. Pasalnya, di 
setiap daerah ada bank pembangunan daerah (BPD) yang diben-
tuk untuk menampung dana-dana yang semestinya tersalurkan 
untuk kepentingan daerah dan yang mendapat untung hanya 
segelintir pejabat-pejabat daerah yang katanya stakeholder BPD.

Iwang Hirawan 

LINA HERLINA

TIDAK puas dengan 
proses hukum yang 
ada, adik kandung 
mendiang Nasrudin 

Zulkarnain, Andi Syamsud-
din, memastikan akan mem-
buka sejumlah fakta dan bukti 
terjadi rekayasa dalam kasus 
pembunuhan kakaknya. 

“Tunggu saja dalam waktu 
dekat ini. Saya harus bertemu 
orang-orang penting sebelum 
bicara,” jelas Syamsuddin di 
Makassar, Sulawesi Selatan, 
kemarin. 

Namun, dirinya enggan me-
ngatakan siapa orang penting 
yang dia maksud. Yang pasti, 

dirinya sudah berbicara de-
ngan keluarga mengenai ren-
cana pembeberan fakta dalam 
kasus itu. 

Ia tidak takut menghadapi 
segala risiko. “Yang penting ka-
sus tersebut bisa selesai tanpa 
ada rekayasa,” tegas dia. 

Ia juga mengaku tidak me-
mercayai Lembaga Perlindung-
an Saksi dan Korban (LPSK) 
dapat memberi perlindungan 
terhadap dirinya. “Kalo LPSK 
mau melindungi saya tidak 
masalah, tapi mereka belum 
menghubungi saya. Karena 
sebenarnya saya sangsi dan 
tidak sepenuhnya percaya de-
ngan lembaga tersebut. Susno 
Duadji yang bintang tiga saja 
tidak bisa mereka lindungi, 
apalagi saya,” tegas Syamsud-
din.

Dalam kasus pembunuhan 
Direktur PT Putra Rajawali 
Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, 
pengadilan juga memvonis ber-
salah terhadap mantan Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) Antasari Azhar dengan 
hukuman 18 tahun penjara. 

Lalu, Komisi Yudisial (KY) 
menemukan dugaan terjadi 
pengabaian bukti keterangan 
ahli dalam kasus yang men-
jebloskan Antasari Azhar ke 

dalam bui. KY sudah mu-
lai meminta keterangan dari 
tiga orang tim kuasa hukum 
Antasari Azhar, yakni Maqdir 
Ismail, Ari Yusuf Amir, dan 
Agus Salim, kemarin. Mereka 
membeberkan sejumlah duga-
an pelanggaran itu ke KY.

Seusai pemeriksaan yang 
berlangsung tertutup, Maqdir 
membeberkan sejumlah du-
gaan pelanggaran kode etik 
oleh hakim, yakni hakim tidak 
memperhatikan keterangan 
dari ahli teknologi informasi 
(TI) dan balistik. 

“Ahli TI saat itu, Agung 
Harsoyo, mengemukakan tidak 
ada SMS (pesan singkat) dari 
telepon seluler Antasari yang 
dikirim ke nomor telepon se-
luler almarhum (Nasrudin 
Zulkarnaen). Akan tetapi, per-
timbangan pengadilan dika-
takan seolah-olah suatu kebe-
naran ada SMS ancaman.” 

Majelis hakim, lanjut dia, 
lebih mengutamakan keterang-
an tiga saksi yang mengaku 
pernah membaca pesan SMS 
dari Antasari di telepon seluler 
Nasrudin. Hakim juga tidak 
mempertimbangkan barang 
bukti senjata yang ditunjukkan 
di pengadilan. Padahal, selama 
persidangan terungkap senjata 
yang ditunjukkan adalah sen-
jata macet.

“Sehingga itu kontradiktif 
dengan keterangan ahli foren-
sik dr Mu’nim Idris yang me-
ngatakan peluru yang berada 
dalam kepala Nasrudin berada 
dalam senjata yang baik.” 

Ia juga mengungkapkan 
keganjilan dalam penyitaan 
barang bukti milik Antasari 
yang tidak terkait kasus itu. 
Maqdir mengaku tim kuasa 
hukum tidak mengetahui se-
cara spesifi k barang tersebut 
dan sudah dikembalikan atau 
belum ke KPK.

Hakim terakhir
Juru bicara KY Asep Rachmat 

Fajar menyatakan akan memin-
ta keterangan ahli TI, balistik 
dan forensik, dan yang terakhir 
majelis hakim yang menyi-
dangkan perkara Antasari. 

Maje l is  hakim perkara 
Antasari yang juga Ketua Peng-
adilan Negeri Jakarta Sela-
tan Herry Suwantoro enggan 
berkomentar. “No comment,” 
ucap Herry. (NY/*/P-1)

lina@mediaindonesia.com

KY mulai meminta keterangan dari 
kuasa hukum Antasari Azhar terkait 
dugaan pengabaian bukti oleh hakim. 

Adik 
Nasrudin 
Siap Buka 
Fakta 

PENGANTAR

Interupsi Selengkapnya di mediaindonesia.com

APBD Langkat Dipakai 
Beli Mobil hingga Bros Emas

tuk menjaga keamanan Langkat 
dari potensi gangguan Gerakan 
Aceh Merdeka (GAM). 

“Dalam rangka memelihara 
mobilitas patroli dan keamanan, 
pada saat itu saya melapor pada 
Pak Bupati. Pak, apakah saya 
mendapat bantuan agar saya bisa 
mendapatkan satu buah kendara-
an dalam rangka untuk mendu-
kung tugas?” ungkap Amir.

Lalu, lanjut dia, Syamsul mem-
bantu pengadaan dua kendaraan 
operasional Kodim. Akan tetapi, 
ia mengakui, kedua kendaraan 
itu telah dijual demi kepenting-
an Kodim.

Pengadilan kemudian men-
dengarkan kesaksian seorang 
pemilik toko emas, Erein Sukam-
to. Erein mengaku, Syamsul dan 
keluarga pernah membeli bros 
emas senilai Rp40 juta. “Seingat 
saya yang ditransfer Rp40 juta, 
melalui bank untuk membayar 
perhiasan bros,” ungkapnya.

Pedagang emas lainnya, 
Kurnia Santika, juga mengakui 

pernah melayani pembelian 
emas oleh Syamsul. “Saya ada 
transaksi jual barang di toko 
emas. Saya hanya terima laporan 
Bapak ini (Syamsul) yang beli,” 
kata dia.

Pada akhir persidangan, 
Syamsul Arifi n hanya memban-
tah keterangan para pedagang 
emas. “Saya menyangkal beli 
emas pakai uang APBD,” tandas 
Syamsul.

Syamsul didakwa 20 tahun 
penjara atas dugaan korupsi 
APBD Kabupaten Langkat se-
lama 2000-2007 dengan kerugian 
negara sebesar Rp97,8 miliar.

Syamsul disebut telah meme-
rintahkan bawahannya untuk 
mencairkan kas daerah Langkat 
untuk kepentingan pribadi dan 
dialirkan kepada anggota keluar-
ganya, seperti Fatimah Habibi 
(istri), Aisia Samira dan Beby 
Arbiana (anak), Syah Afandin/
Ondim dan Lela Wongso atau Ilel 
(adik), Noor Jigan (keponakan), 
serta ibundanya. (ED/P-1)

MI/ADAM DWI

Antasari Azhar
Mantan Ketua KPK



ANATA SYAH FITRI

P
ELESIRAN ke luar 
negeri dengan dalih 
kunjungan kerja yang 
dilakukan anggota 

DPR pada masa reses kali ini 
terus berlangsung. Setelah 
Komisi I berangkat pada Rabu 
(13/4) lalu, kunjungan ke luar 
negeri juga dilakukan sejumlah 
komisi lain.

Bahkan, Badan Urusan Ru-
mah Tangga (BURT) DPR yang 
saat ini sedang disibukkan 
dengan pembahasan gedung 
baru DPR juga seperti tak mau 
ketinggalan kereta.

Totalnya, di rentang waktu 
14 April hingga 8 Mei men-
datang, ada 11 kunjungan 
ke delapan negara tujuan. 
Setidaknya, Rp12 miliar uang 
rakyat dihabiskan untuk mem-
biayai agenda DPR itu di masa 
reses.

Berdasarkan data yang dimi-
liki Forum Indonesia untuk 
Transparansi Anggaran (Fitra), 
Komisi I yang paling banyak 
menghabiskan APBN untuk 
membiayai kepergian mereka 
ke luar negeri kali ini. Agen-
danya, Komisi I berkunjung ke 
lima negara dengan mengha-
biskan anggaran sebesar Rp5,7 
miliar, dengan negara tujuan 
Prancis, Spanyol, Turki, Rusia, 
dan Amerika Serikat (AS). 
Dalih para anggota Komisi I 

adalah untuk pengayaan RUU 
Intelijen, belajar sistem politik, 
dan industri pertahanan. 

Koordinator Advokasi dan 
Investigasi Fitra Uchok Sky 
Khadafi menambahkan, se-
lain Komisi I, Komisi X juga 
akan berkunjung ke Spanyol 
dan China dalam rangka studi 
banding fasilitas olahraga, per-
pustakaan, dan sarana pendi-
dikan. Demikian pula dengan 
Komisi VIII yang akan berang-
kat ke China dan Australia un-
tuk kepentingan pembahasan 
RUU Fakir Miskin. Adapun 
anggota BURT akan segera 

mengemas koper untuk pergi 
ke Inggris dan AS.

Dari delapan negara tujuan, 
menurut Uchok, Spanyol dan 
AS menjadi negara tujuan 
yang paling digemari anggota 
dewan karena dikunjungi dua 
kali. 

Berdasarkan perhitungan-
nya, alokasi anggaran kun-
jungan ke dua negara itu paling 
tinggi di antara negara tujuan 
lainnya. Dua kali keberangkat-
an ke AS akan menghabiskan 
Rp3,3 miliar, sedangkan ke 
Spanyol Rp2,5 miliar.

“Hanya dalam hitungan 

bulan, anggota DPR bisa me-
ngunjungi dua negara dari dua 
komisi yang berbeda. Hal ini 
bisa menandakan anggota DPR 
ke luar negeri memang bukan 
untuk studi banding. Padahal, 
kalau mereka punya pikiran 
yang sehat, seharusnya tidak 
perlu ada kunjungan dobel 
dalam studi banding ini,” ujar 
Uchok. 

Disetujui fraksi
Meski mendapat sorotan 

publik, toh semua fraksi tetap 
menyetujui kepergian ang-
gota mereka ke luar negeri. 
Ketua Fraksi Partai Kebang-
kitan Bangsa (PKB) Marwan 
Jafar mengatakan PKB mem-
bolehkan anggota fraksinya 
mengikuti kunjungan kerja ke 
luar negeri sepanjang hal itu 
dibutuhkan untuk kepentingan 
legislasi yang mendesak. 

“Itu kan sudah ada program-
nya sejak awal. Anggarannya 
juga sudah disiapkan,” ujar 
Marwan ketika dihubungi. 

Sebelumnya, Fraksi PDIP 
menyatakan akan selektif 
memilah kunjungan ke luar 
negeri. Menurut Ketua Fraksi 
PDIP Tjahjo Kumolo, PDIP 
mengizinkan kunjungan ke 
luar negeri bagi anggotanya 
bila terkait forum parlemen 
dunia.(P-2)

anata@mediaindonesia.com

Miliaran Rupiah Habis 
buat Pelesiran DPR

Spanyol dan Amerika Serikat menjadi dua negara favorit yang dikunjungi anggota dewan. 
Bahkan dua negara itu sampai harus dikunjungi dua kali.

JAKSA Cirus Sinaga, tersangka 
pemalsuan rencana tuntutan 
perkara mafia pajak Gayus 
Halomoan Tambunan, ternyata 
memiliki harta kekayaan lebih 
dari Rp5 miliar. 

Fakta itu terungkap setelah 
penyidik Direktorat III Tindak 
Pidana Korupsi Badan Reserse 
Kriminal Mabes Polri meminta 
data sumber harta kekayaan 
jaksa Cirus Sinaga. 

Namun, kuasa hukum Cirus, 
Parlindungan Sinaga, meni-
lai jumlah kekayaan Cirus itu 
masih wajar. “Harta kekayaan 
Cirus sebanyak itu wajar ka-
rena diperoleh selama 20 tahun 
bekerja sebagai abdi negara ke-
jaksaan,” kata Parlindungan, di 

Mabes Polri, Jakarta, kemarin.
Menurut Parlindungan, Ci-

rus juga mengakui memiliki 
sebuah rumah mewah di Me-
dan, Sumatra Utara. “Itu hasil 
jerih payahnya sebagai jaksa,” 

Dalam kasus Gayus, Cirus 
diduga memerintahkan jaksa 
penuntut untuk menghilang-
kan pasal korupsi sehingga 
Gayus didakwa hanya dengan 
pasal penggelapan dan pencu-
cian uang senilai Rp370 juta. 

Sejak kasus Gayus bergulir 
pada 2009, penetapan Cirus 
sebagai tersangka sempat maju 
mundur. Akhirnya Polri mena-
han Cirus pada 16 April 2011. 

Meski berada dalam jeruji 
besi, menurut Parlindungan, 

Cirus tidak tertekan. “Dia happy 
kok (di tahanan),” ucap Par-
lindungan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) 
sendiri berniat memberhenti-
kan sementara Cirus. “Akan 
segera diusulkan kepada Jaksa 
Agung agar yang bersangkutan 
(Cirus) untuk diberhentikan se-
mentara berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 
2008,” kata Jaksa Agung Muda 
Pengawasan Marwan Effendi.

Dalam kurun waktu satu 
bulan ke depan, surat pember-
hentian itu akan dikirimkan ke 
Jaksa Agung untuk disetujui. 
“Satu bulan itu memang batas 
waktu pemberhentian,” terang-
nya. (AW/*/P-4)

Harta Cirus Lebihi Rp5 Miliar

DINAMIKA

Lembaga Donor Asing 
Jangan Diistimewakan
SEJUMLAH lembaga swadaya masyarakat (LSM) 
meminta pemerintah Indonesia untuk tidak memberikan 
fasilitas negara kepada lembaga pendonor asing. Per-
lakuan istimewa negara tersebut seolah mengindikasikan 
bahwa Indonesia berutang budi kepada pendonor asing 
ini. Padahal, bantuan yang diberikan pendonor asing 
tidak signiÞ kan. 

“Tentu saja perlakuan istimewa pemerintah terhadap 
pendonor asing ini seolah negara berutang budi pada 
pendonor. Hibah yang diberikan pendonor asing ini tidak 
mewajibkan negara memfasilitasi mereka dengan kantor 
yang dipakai di lembaga pemerintahan,” ujar aktivis 
Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, dalam jumpa 
pers di Jakarta, kemarin. (*/P-2)

Latihan Militer di Aceh
bukan Teror
LATIHAN militer yang dilakukan sekelompok warga 
sipil di Aceh tidak dapat dikategorikan sebagai gerakan 
terorisme di masyarakat. Demikian kesimpulan kesak-
sian yang disampaikan dua saksi ahli di persidangan 
terdakwa kasus dugaan pendanaan kegiatan pelatihan 
terorisme Abu Bakar Ba’asyir di Aceh.

Kedua saksi itu adalah dosen syariah dari salah satu 
universitas di Solo, Prof Nasruddin Baidan, dan pimpinan 
Pondok Pesantren Kyai Haji Mudzakir. Dalam kesaksian-
nya, kedua saksi ahli mengatakan bahwa pelatihan yang 
dilakukan di Aceh itu merupakan kegiatan i’dad  yang 
tidak menimbulkan teror di masyarakat. Berdasarkan 
tujuannya, mereka berdalih bahwa kegiatan i’dad itu 
bertujuan mulia. (NY/P-2)

PKS Harus Patuhi
Fatsun Politik
WAKIL Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa menga-
takan penerimaan PKS terhadap kontrak koalisi yang 
baru berarti mempertegas komitmen partai tersebut 
untuk mendukung pemerintahan SBY-Boediono. Ke de-
pan, PKS diharapkan dapat benar-benar menjaga fatsun 
politik dalam berkoalisi.

“Alhamdulillah PKS kembali menggenapkan koalisi. 
Asumsinya kalau PKS masuk, berarti PKS sudah setuju 
dengan isi kontrak koalisi yang baru dan yang telah 
dipertegas. Ke depan diharapkan, PKS maupun ang-
gota koalisi lainnya dapat menjalankan kontrak terse-
but dengan baik dan bisa benar-benar menjaga fatsun 
politik,” ujar Saan kepada wartawan di Jakarta, kemarin. 
(Ant/P-2)

23 WNI Divonis Mati
di Arab Saudi
KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah 
memohon pembebasan bagi 23 warga negara Indonesia 
(WNI) yang telah divonis mati dan yang sedang men-
jalani proses pengadilan di Arab Saudi. 

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengung-
kapkan, dari 23 orang itu, baru dua orang yang telah 
mengalami proses pemaafan (ta’zir) dari pemerintah 
Arab Saudi.

“Yang 23 orang itu sedang dikaji satu per satu proses 
pemaafannya. Dari 23 orang, baru dua orang yang sudah 
ta’zir. Yang dibebaskan dan sudah mendapatkan pema-
af   an. Yang sudah dapat otoritas pemerintah Arab Saudi, 
nama-namanya sedang diklasiÞ kasi, bukan semuanya,” 
terangnya. (ED/P-2)

TERGUGAT TIDAK HADIR: Sejumlah pendukung gugatan warga negara terhadap pembangunan gedung 
baru DPR mengungkapkan kekecewaan mereka karena sidang perdana itu harus ditunda akibat 
tergugat dan kuasa hukum tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin. 

ANTARA/FANNY OCTAVIANUS 

BERKUNJUNG DI SAAT DPR RESES: Ratusan mahasiswa IKIP PGRI Semarang mengunjungi Gedung DPR 
di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin, untuk mengenal fungsi parlemen. Kunjungan  dilakukan di saat 
anggota dewan tidak berada di tempat karena sedang berkunjung ke daerah dan luar negeri.

MI/SUSANTO
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